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V
 MOTTO
 ”Tomorrow is a mystery and today is a gift”
 “Semua orang butuh waktu. Untuk menjadi sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan, ketika dia kehilangan sesuatu. Waktu memang bukan batu.
 Waktu adalah Sang Penentu.” (Satu Giga, Wendi Cagur)
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 ABSTRAK
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem
 akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian
 terhadap akuntabilitas keuangan SKPD secara simultan dan parsial.
 Sampel penelitian ini adalah pejabat yang terkait dengan pengelolaan dan
 penggunaan anggaran di masing-masing SKPD pada seluruh dinas Pemerintah
 Kabupaten Bintan. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Sampling
 Purposif, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel
 dalam penelitian ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penata
 Keuangan (PPK), Bendahara dan auditor pemerintah di Pemerintahan Kabupaten
 Bintan. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan
 menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode
 analisa yang digunakan adalah model Regresi Linear Berganda. Untuk menguji
 hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t.
 Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan
 variabel Sistem akuntansi keuangan daerah, Transparansi publik dan Aktivitas
 Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan. Secara parsial
 Sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik tidak berpengaruh
 signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan aktivitas pengendalian
 berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
 Kata Kunci : Akuntanbilitas, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Sistem
 Akuntansi Keuangan Daerah.
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 ABSTRACT
 This research aims to examine the effect of the implementation the financial
 accounting system of local government, public transparency and control over the
 activities of financial accountability of SKPD simultaneously and partially.
 Samples from this research is that officials that related to management and use of
 the budget in each department of SKPD in the entire County Government of Bintan.
 Sampling technique in this research is purposive sampling, the sampling technique with
 particular consideration. The sample in this research is the Budget Authority, Financial
 Officer Organizer, Treasurer and auditors of government in County Government of
 Bintan. The data in this research are the primary data. Data was collected using a
 questionnaire which was given directly to the respondents. The method of analysis used
 is multiple linear regression models. To test hypotheses simultaneously and partial using
 F test and t test.
 The results of research and hypothesis testing shows that the simultaneous
 financial accounting system variable regions, public Transparency and Control Activities
 influence on Financial Accountability. Partially, the financial accounting system and
 public transparency does not significantly influence the financial accountability. While
 control activities significantly influence the financial accountability.
 Keyword : Accountability, Transparency, Control Activities and Regional Financial
 Accounting System.
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 BAB I
 PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang
 Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen
 keuangan yang sehat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan
 pertanggung jawaban keuangan yang terdiri dari laporan perhitungan
 anggaran,neraca, laporan arus kas beserta annota perhitungan anggaran.
 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa
 pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur
 pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Pembaharuan
 sistem keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat
 (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for
 money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
 Selain dari pada itu sistem tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-
 prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Soleh dan Rochmansjah (2010)
 menerangkan prinsip dalam sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan
 untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang meliputi : (1) akuntabilitas; (2)
 Value for money; (3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik; (4)
 transparansi; dan (5) Pengendalian.
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 Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku
 sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam
 proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas
 kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat
 diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada
 masyarakat.
 Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan
 untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for
 money harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
 daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (public money)
 yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan
 keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat dicapai
 apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.
 Pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada staf yang
 memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi
 dapat diminimalkan. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah
 daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat
 diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan
 keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability
 antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan
 daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan
 kepentingan masyarakat.
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 Selain itu juga diperlukan aktivitas pengendalian, sebagai contoh
 pengendalian terhadap pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut harus sering
 dievaluasi, misalnya dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan
 dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap
 pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab
 timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.
 Prinsip pengendalian internal yang baik menurut para ahli adalah
 sebaiknya jangan ada suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh
 satu orang. ada 3 (tiga) fungsi yang harus terpisahkan agar aktivitas pengendalian
 dapat berfungsi dengan baik, yaitu : (1) Fungsi Pencatatan ; (2) Fungsi
 Penyimpanan; dan (3) Fungsi Operasional.
 Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu
 menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat
 waktu, dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki
 sistem akuntansi dan sitem pengendalian yang handal. Jika sistem akuntansi dan
 sistem pengendalian yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang
 dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal. Oleh karena itu, dalam rangka
 memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya
 sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi
 pemerintah daerah dan meningkatkan aktivitas pengendalian yang lebih baik.
 Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam
 memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial
 pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas
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 publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan
 pemerintah daerah utuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.
 Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting,
 yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan
 tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah
 daerah kepada DPRD dan Masyarakat luas sebagai bentuk horizontal
 accountability. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah
 mengubah pola pertanggungjawaban vertical menjadi pola pertanggung jawaban
 horozontal dalam hal ini pertanggung jawaban kepada para pemilihnya,
 mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung.
 Sementara selama ini transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang
 mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini
 sangat dirasakan oleh beberapa kalangan yang membutuhkan informasi tersebut
 diantaranya para mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data-
 data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai
 rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan
 daerah pada dasarnya adalah dana publik yang setiap anggota masyarakat berhak
 mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara berkala kepada pemilik dana
 tersebut yakni masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan (opennes) pemerintah
 daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan
 sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
 Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi
 lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan
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 politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakuakan pengambilan
 keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah
 satunya berupa laporan keuangan.
 Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka peneliti berniat untuk
 meneliti tentang seberapa besar “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi
 Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap
 Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Bintan”.
 1.2. Rumusan Masalah
 Rumusan masalah merupakan pernyataan singkat suatu masalah yang akan
 diteliti. Agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep teoritis yang
 ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat, masalah penetian sebaiknya
 dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas
 hubungan antara dua variabel atau lebih (Sangadji dan Sopiah, 2010).
 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah
 dalam penelitian ini adalah :
 1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh
 terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD?
 2. Apakah Transparansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas
 Keuangan SKPD?
 3. Apakah Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas
 Keuangan SKPD?
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 4. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi
 Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap
 Akuntabilitas Keuangan SKPD?
 1.3. Tujuan Penelitian
 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem
 Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan
 SKPD.
 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Transparansi Publik
 terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD?
 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Aktivitas Pengendalian
 terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD?
 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi
 Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap
 Akuntabilitas Keuangan secara bersama-sama (simultan).
 1.4. Manfaat Penelitian
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 a. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil
 penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor
 yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan SKPD sehingga dapat
 dimanfaatkan dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Publik.
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 b. Bagi Pemerintahan, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan
 otonomi daerah khususnya SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan
 dalam rangka mewujudkan good governance.
 c. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan
 literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama dalam Sistem
 Akuntansi Keuangan Daerah,Transparansi Publik dan Aktivitas
 Pengendalian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah
 referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi
 sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan
 sumbangan bagi penelitian berikutnya.
 1.5. Sistematika Penulisan
 Untuk membantu memperjelas arah pandangan serta tujuan penulisan
 sistematikanya adalah:
 BAB I PENDAHULUAN
 Bab pertama dari skripsi ini menguraikan secara singkat mengenai
 isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
 tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
 BAB II LANDASAN TEORI
 Bab ini memaparkan teori–teori yang telah diperoleh melalui studi
 pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah
 penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan
 dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi
 tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
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 BAB III METODA PENELITIAN
 Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya sampel
 penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian
 serta metodologi analisis yang digunakan.
 BAB IV ANALISIS DATA
 Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian,
 analisis hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yang telah
 dilakukan.
 BAB V PENUTUP
 Bab terakhir merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan
 dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta
 saran untuk penelitian mendatang.
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 BAB II
 TINJAUAN PUSTAKA
 2.1. Landasan Teori
 Untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah dan baik (good
 governance) sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan sistem akuntansi
 keuangan daerah yang baik. Selain dari sistem akuntansi yang baik dan sumber
 daya manusia yang baik dalam penggunaan dan pelaporan keuangan sudah
 seharusnya disertakan dengan transparansi publik dan didukung oleh aktivitas
 pengendalian. Agar dapat tercipta akuntabilitas keuangan yang baik pula seperti
 yang masyarakat harapkan.
 2.1.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi
 proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian
 keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Erlina dan
 Rasdianto, 2013). Akuntansi keuangan pemeritah daerah merupakan bagian dari
 akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang
 berkaitan dengan keuangan daerah.
 Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberi
 informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak
 eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan itu
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 sendiri dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah
 daerah yang sering kita sebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi
 permerintah daerah itu sendiri terdiri dari akuntansi keuangan pemerintah provinsi
 dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota.
 Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka
 di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian,
 pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi
 yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat
 digunakan yaitu sistem pencatatan single entry, double entry dan triple entry.
 Salah satu yang membedakan antara pembukuan dan akuntansi adalah dalam
 menggunakan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem single
 entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan double entry dan triple entry.
 Dalam sistem single entry, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan
 dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan
 dicatat disisi penerimaan di dalam buku kas umum (BKU) sedangkan transaksi
 yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran didalam buku
 kas umum. Double entry sering juga disebut sistem tata buku berpasangan.
 Dimana pencatatan transaksi ekonomi dua kali dalam arti, bahwa setiap transaksi
 minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu satu disisi debet dan satu disisi
 kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debet dan sisi
 kredit dari persamaan dasar akuntansi, sistem ini disebut dengan menjurnal.
 Sedangkan pencatatan triple entry adalah pencatatan yang menggunakan double
 entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku
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 anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai
 dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan triple entry ini,
 maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang di
 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 Akuntansi adalah suatu sistem yang mengelolah input (masukan) dan
 menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi
 dalam bentuk dokumen atau formulir. Outpunya adalah laporan keuangan.
 Basis Akuntansi
 1. Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based Accounting)
 Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat
 transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus
 pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara
 membedakan anatara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan.
 Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, pemerimaan kas
 dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah
 keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada
 pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan
 pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.
 2. Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Based Accounting)
 Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat
 transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat
 perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya
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 ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi
 ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New Zealand
 menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan
 dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang
 dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi rinci mengenai
 aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan
 Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual. Sedangkan
 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
 Akuntansi Pemerintahan, masih menggunakan basis akuntansi “cash
 toward accrual”.
 3. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (Cash Toward Accrual Based
 Accounting) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah,
 yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan
 pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset,
 kewajiban dan ekuitas dana.
 Erlina dan Rasdianto (2013) menerangkan bahwa pembuatan laporan
 keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan tersebut akan
 dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan
 Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan
 pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan Pemerintah
 Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari ;
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 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), unsur-unsur yang mencakup secara
 langsung dalam LRA terdiri dari Pendapatan LRA, belanja, transfer, dan
 pembiayaan. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat
 dan melaporkannya dalam LRA, maka LRA memerlukan konversi, yaitu :
 Belanja tidak langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP,
 sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja
 Langsung konversi sebagai berikut :
 (1) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen
 belanja operasi pada akun belanja pegawai.
 (2) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa
 ke komponen belanja barang, dan
 (3) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke
 komponen belanja modal.
 Dalam konversi agar sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP,
 pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan,
 sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk
 tujuan penjabaran laporan realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama
 program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA,
 yaitu berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun
 2007 dan perubahan kedua dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 kemudian
 Konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
 Konversi dari LRA berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 ke LRA yang sesuai
 dengan PP 71 Tahun 2010 dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut :
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 Tabel 2.1
 Konversi Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran
 Permendagri No.13 Tahun 2006
 BELANJA
 PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP
 BELANJA
 Belanja Tidak Langsung i Belanja Operasi
 Belanja Pegawai Belanja Pegawai
 Belanja Barang
 Bunga
 Subsidi
 Hibah
 ii Bantuan Sosial
 Belanja Modal
 Belanja Tanah
 Belanja Peralatan dan
 Mesin
 Belanja Langsung iii Belanja Gedung dan
 Bangunan
 Belanja Pegawai Belanja Jalan, Irigasi dan
 Jaringan
 Belanja Barang dan Jasa Belanja Aset tetap lainnya
 Belanja Modal Belanja Aset Lainnya
 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
 Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan
 atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan
 dengan tahun sebelumnya.
 Neraca, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang
 dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
 Laporan Operasional (LO), menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang
 menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
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 pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
 periode pelaporan.
 Laporan Arus Kas (LAR), menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit-LO
 pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung
 menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak
 kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
 koreksi kesalahan mendasar.
 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), laporan arus kas menyajikan informasi
 kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
 transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran,
 dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
 Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau
 rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, Laporan
 Perubahan SAL, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,
 dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup
 informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas
 pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
 diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
 ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
 keuangan secara wajar.
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 2.1.2. Transparansi
 Menurut Erlina, et.all (2012), transparansi adalah memberikan informasi
 keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
 bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
 menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
 yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
 undangan.
 Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat
 kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh
 DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya
 akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan
 masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien,
 akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Saleh
 dan Rochmansjah,2010).
 Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang
 dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan
 kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang
 membutuhkan (Mardiasmo, 2004). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan
 tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat,
 karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.
 Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai Top
 Secret, Secret, Confidential dan Restricted, dan Official Secrets Acts membuat
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 unauthorized disclosure terhadap suatu criminal offence. Kultur secara umum di
 banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasian
 (Shende dan Bennet, 2004).
 2.1.3. Aktivitas Pengendalian
 Istilah pengendalian berasal dari bahasa inggris “control”. Pengendalian
 adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen. Pengendalian
 secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai
 dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan
 (Mardiasmo,2009). Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa
 dampak kepada kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya
 kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu
 disebutkan dalam setiap literatur manajemen.
 Mardiasmo (2009) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan
 kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin
 arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efesien
 dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah,
 ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk
 mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivias pengendalian meliputi :
 Pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup
 Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
 Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
 Evaluasi secara independen atas kinerja
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 Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan
 proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Pengendalian
 pemrosesan informasi digolongkan menjadi dua, yaitu : (1) Pengendalian
 umum, (2) Pengendalian aplikasi.
 Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan.
 Didalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih
 akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan
 diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau
 kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari
 aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari
 aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan,
 handal, dan tepat waktu.
 2.1.4. Akuntabilitas Keuangan
 Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan
 sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit
 organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
 melalui laporan keuangan pemerintah secara priodik.
 Secara umum Akuntabilitas dipahami sebagai :
 1. Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang
 memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima
 (satisfactory report);
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 2. Pengukuran tanggungjawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit
 kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (responsibility);
 3. Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketenyuan
 (hukum, persetujuan atau kebiasaan).
 Mengacu pada pemahaman di atas, maka jelas bahwa akuntabilitas
 memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari responsibilitas, karena dalam
 akuntabilitas, terkandung dimensi kepuasan dari para pihak (stakeholders) yang
 telah memberikan wewenang kepadanya, serta adanya kewajiban membuktikan
 bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai
 dengan standar yang telah disetujui sebelumnya.
 Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2002) dari Kohler
 bahwa ada 2 jenis akuntabilitas yaitu :
 1. Dollar accountability, berkenaan dengan pendapatan dan pengularan,
 sumber-sumber aktiva dan penggunaannya (akuntabilitas keuangan).
 2. Operation accountability, berkenaan dengan tanggungjawab
 (responsibility) seorang administrator untuk menggunakan semua harta
 dan sumber-sumber secara efisien dan efektif (akuntabilitas administrasi).
 Gejala umum yang terjadi dalam perkembangan keuangan daerah di
 Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas
 pemerintah daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap
 masyarakat (publik) adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclousure)
 atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada para pemangku
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 kepentingan. Pemerintah daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi
 dalam rangka pemenuhan hak-hak daerah, yaitu hak untuk tahu (right to know),
 hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar
 aspirasinya (right to be heard and to be listened to).
 Governmental Accounting Standars Board (GASB) sebagaimana dikutip
 oleh Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari
 pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan
 tertinggi pelaporan keuangan pemerintah.
 Pernyataan tersebut menunjukan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian
 informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga
 memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas
 semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja, tetapi
 juga kinerja yang telah disepakati bersama dalam hal ini antara eksekutif daerah
 dan legislatif daerah selaku wakil rakyat di daerah. Pernyataan tersebut juga
 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memberikan
 informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial
 dan politik.
 2.2. Review Peneliti Terdahulu
 Firmansyah (2008) meneliti dengan judul Peran Sistem Akuntansi
 Keuangan Daerah (SAKD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
 Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah
 Provinsi Jawa Barat). Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem akuntansi
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 keuangan daerah berperan dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan
 pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, namun demikian perannya belum cukup
 optiamal, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berperan dalam
 mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
 Soleha (2011) meneliti dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem
 Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas
 Keuangan di Pemerintahan Provinsi Banten. Populasi dalam penelitian adalah
 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki pos pendapatan dan
 belanja di 6 Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Dengan responden yaitu kepala
 SKPD dan auditor intern Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
 Responden Kepala SKPD untuk mengukur variabel penerapan sistem akuntansi
 keuangan daerah (X1) dan variabel penerapan aktivitas pengendalian (X2),
 sedangkan auditor intern untuk mengukur variabel akuntabilitas keuangan (Y).
 Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis).
 Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) penerapan sistem akuntansi
 keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan
 signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 55,20%, (2)
 penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif dan
 signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 20,05%, (3) penerapan
 aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
 akuntabilitas keuangan sebesar 35,15%.
 Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu
 Soleha (2011), perbedaan penelitan ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada
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 lokasi penelitian dan tahun penelitian dan dalam penelitian ini peneliti mencoba
 menambahkan satu variabel yang dianggap berpengaruh terhadap Akuntabilitas
 Keuangan. Soleha meneliti di Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2011,
 sementara penelitian ini di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
 2.3. Kerangka Konsep
 Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori
 yang telah dijelaskan pada bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka sebagai
 kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 Variabel Independen Variabel Dependen
 X1
 X2 Y
 X3
 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
 Sistem Akuntansi
 Keuangan Daerah
 Aktivitas
 Pengendalian
 Akuntabilitas
 Keuangan SKPD Transparansi
 Publik
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 2.4. Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis
 Menurut Kerlinger (2006), hipotesis (hypothesis) adalah prediksi tentang
 fenomena atau pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau
 lebih. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau pernyataan dugaan tentang
 hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis adalah suatu jawaban yang
 bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data
 yang terkumpul, F.M., Andrews, et al. L. (2001).
 Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
 H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas
 Keuangan SKPD.
 H2 : Transparansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan
 SKPD.
 H3 : Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan
 SKPD
 H4 : Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi Publik dan Aktivitas
 Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD.
 2.4.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Keuangan
 Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas
 keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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 Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan,
 penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Tania, 2009).
 Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah
 daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan
 keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan
 untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemerintah daerah
 dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus
 perlu dikembangkan dan disusun sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat
 (Keputusan Menteri Keuangan No 355/KMK07/2001).
 Teori Hafiz (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah
 daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi
 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Guna dapat menghasilkan laporan
 keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi
 terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melaui kegiatan
 bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan
 sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki
 kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenaga-tenaga akuntansi
 terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang
 memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola
 keuangan daerah.
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 Hasil penelitian Widyaningsih., et al (2011) menyatakan bahwa bila sistem
 akuntansi keuangan daerah yang berjalan dengan efektif secara statistik dapat
 meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian Tania (2009)
 menyebutkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap
 akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian Firmansyah (2008)
 dikatakan bahwa dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,
 maka tercipta akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hipotesis selanjutnya dapat
 dirumuskan sebagai berikut:
 H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap
 kualitas Akuntabilitas Keuangan SKPD
 2.4.2. Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
 Dalam mengelola keuangan Negara, dibutuhkan pemerintahan yang
 bersih, transparan dan akuntabel. Transparansi adalah memberikan informasi
 keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
 bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
 menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
 yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
 perundangundangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan
 sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
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 pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK,
 SAP,2005).
 Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
 keuangan negara, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyusun
 paket undang-undang keuangan negara yaitu: Undang-undang (UU) nomor 17
 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan
 sebagai berikut :
 H2 : Transparansi Publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan
 SKPD
 2.4.3. Aktivitas Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan
 Daerah
 PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern
 sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
 terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
 memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
 efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
 terhadap peraturan perundang-undangan.
 Teori Nuriyah (2012) disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No 60
 Tahun 2008 merupakan standar atau acuan dalam melaksanakan tata-kelola dan
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 pertanggungjawaban keuangan, atas pelaksanaan APBN/APBD. Dalam pasal 56
 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004, menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah
 Daerah (Pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI).
 Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas
 pengelolaan keuangan Negara. Maksud dan tujuan pemerintah menetapkan PP
 nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 adalah untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan
 keuangan pemerintah daerah sebagai bahan pendukung laporan keuangan Badan
 Pemeriksa Keuangan.
 Teori Jones (2008) menyebutkan dengan adanya sistem pengendalian
 intern yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik.
 Pengendalian intern merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam
 menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan
 mengontrol operasi mereka. Hasil penelitian Rahma (2012) internal control telah
 terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi akuntabilitas. Sehubungan dengan
 hal tersebut untuk membentuk sebuah tata kelola baik yang ingin dicapai harus
 juga disertai dengan pengendalian internal yang baik.
 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hipotesis selanjutnya dapat
 dirumuskan sebagai berikut:
 H3 : Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif terhadap kualitas
 Akuntabilitas Keuangan Daerah
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 BAB III
 METODOLOGI PENELITIAN
 3.1. Jenis Penelitian
 Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif (Descriptive Reasearch).
 Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta –
 fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau
 pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Sementara
 menurut Cooper, H.M. (2007) penelitian deskriptif adalah penelitian yang
 dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
 (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel
 yang lain. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan
 yang berkaitan dengan current status subjek yang diteliti.
 Menurut Sangadji dan Sopiah (2010) Penelitian ini juga dapat disebut
 sebagai penelitian kausal komparatif (Causal-Comparative Research) yaitu
 penelitian yang menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan
 variabel independen, disamping mengukur kekuatan hubungannya. Penelitian ini
 merupakan penelitian ex post facto, yaitu tipe penelitian terhadap data yang
 dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Dengan begitu peneliti
 dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang
 dipengaruhi (variabel Dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel –
 variabel yang mempengaruhinya (variabel Independen), Kelinger (2006).
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 3.2. Lokasi Penelitian
 Penelitian dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Ruang lingkup
 dalam penelitian dibatasi pada 3 variabel independen yang diperkirakan
 berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yaitu penerapan sistem akuntansi
 keuangan daerah, Transparansi publik dan aktivitas pengendalian. Adapun jenis
 data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Alat
 pengumpulan data dilakukan dengan memberikan lembaran kuesioner secara
 langsung, instrument dalam kuesioner berisi pertanyaan/pernyataan yang
 berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.
 3.3. Populasi dan Sampel
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : subjek atau obyek
 dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
 dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji, 2010). Populasi bisa
 berupa subyek maupun obyek penelitian. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi
 juga obyek dan benda – benda alam lain. Populasi bukan sekedar jumlah pada
 subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat
 yang dimiliki oleh subjek atau objek. Populasi dalam penelitian ini adalah
 beberapa SKPD dan auditor pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
 populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang
 ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka
 peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu, sampel
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 yang diambil dari populasi harus betul – betul representatif (mewakili). Teknik
 sampling dalam penelitian ini adalah Sampling Purposif, yaitu teknik penentuan
 sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kuasa
 Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penata Keuangan (PPK), Bendahara dan
 auditor pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
 3.4. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data
 Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi
 pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data, selain jenis data.
 Sumber data adalah subjek penelitian tempat data menempel (Sangadji dan
 Sopiah, 2010). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer
 (primary data). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
 secara langsung dari sumber asli.
 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik
 penyebaran kuisioner. Kuisioner adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan
 menyebarkan angket, sehingga dalam waktu relatif singkat dapat menjangkau
 banyak responden.
 3.5. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel
 3.5.1. Variabel Dependen Akuntabilitas Keuangan (Y)
 Variabel dependen (Y) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau
 dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini
 adalah Akuntabilitas Keuangan.
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 Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan
 sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit
 organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
 melalui laporan keuangan pemerintah secara priodik.
 Sedangkan menurut Governmental Accounting Standars Board (GASB)
 sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas
 merupakan dasar dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan.
 Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah.
 Variabel Akuntabilitas keuangan akan diukur dengan menggunakan 10
 (sepuluh) item pertanyaan yang diharapkan dapat menggambarkan dan mewakili
 akuntabilitas keuangan SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Responden
 diminta untuk menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara
 lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju.
 Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan
 Skala Likert 5 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti
 akuntabilitas keuangan paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk
 jawaban yang berarti akuntabilitas keuangan paling tinggi. Indikator untuk
 variabel Akuntabilitas keuangan antara lain adalah :
 - Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
 - pertanggung jawaban kepada publik
 - terbuka, cepat dan tepat
 - penyusunan APBD
 - memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen
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 3.5.2. Variabel Independen (X)
 Variabel independen (X) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau
 mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:
 3.5.2.1.Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)
 Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi
 proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadiaan
 keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam
 sistem akuntansi keuangan daerah, inputnya adalah bukti atau dokumen seperti
 SP2D LS, SPJ dan BKU.
 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat
 Pengelolaan Keuangan Daerah) yang mencatatn transaksi-transaksi yang
 dilakukan oleh level pemda. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-
 transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh
 PPK SKPD.
 Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh
 fungsi akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan
 oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. Sistem akuntansi PPKD ini
 meliputi :
 1. Akuntansi Pendapatan PPKD
 2. Akuntansi Belanja PPKD

Page 47
                        

33
 3. Akuntansi Pembiayaan
 4. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang)
 5. Akuntansi Utang
 6. Akuntansi Selain Kas
 Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui
 siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem
 akuntansi. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
 Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakuakan analisis
 transaksi keuangan tersebut
 Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal umum
 Meringkas (memposting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam
 Buku Besar
 Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan memindahkan
 saldo-saldo buku besar dalam neraca saldo
 Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling up to date
 Menentukan saldo besar setelah disesuaikan
 Menyusun laporan keuangan
 Menutup buku besar
 Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam Neraca Saldo
 Setelah Tutup Buku
 Variabel independen untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan
 diukur melalui 7 (tujuh) kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran paham
 atau tidaknya sistem akuntansi keuangan daerah. Responden diminta untuk
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 menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban
 mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing
 item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5
 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti Sistem Akuntansi
 Keuangan daerah paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban
 yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah paling tinggi. Indikator untuk
 variabel ini adalah : (1) Basis Akuntansi; (2) Unsur-Unsur Laporan Realisasi
 Anggaran; (3) Penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun
 2006; (4) Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2004.
 3.5.2.2.Transparansi Publik (X2)
 Transparansi adalah keterbukaan (opennes) pemerintah atas aktivitas pengelolaan
 sumber daya publik. Sedangkan value for money (VFM) merupakan konsep pengelolaan
 yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,efisiensi
 dan efektivitas (Mardiasmo:2004).
 Variabel independen untuk Transparansi akan diukur melalui 10 (sepuluh)
 kuesioner yang akan diajukan kepada pegawai inspektorat dan sebagian kepada
 masyarakat disekitar wilayah pemerintahan kabupaten Bintan yang diharapkan
 dapat menjadi ukuran tingkat penerapan transparansi. Sumber dari kuesioner
 untuk variabel transparansi diambil dari penelitian Siregar (2011) yang
 dimodivikasi oleh peneliti. Responden diminta untuk menjawab tentang
 bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat
 setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan
 tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana poin
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 1 diberikan untuk jawaban yang berarti aktivitas pengendalian paling rendah, dan
 seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti aktivitas pengendalian
 paling tinggi. Indikatornya adalah : (1) Transparansi dalam Pengelolaan APBD;
 (2) Keterbukaan dalam penerimaan dan penggunaan dana di tiap-tiap SKPD (3)
 Kemudahan mengakses data; (4) Sistem komunikasi organisasi.
 3.5.2.3.Aktivitas Pengendalian (X3)
 Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan
 mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah
 dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif untuk
 mencapai tujuan pengendalian itu sendiri.
 Variabel independen untuk Aktivitas Pengendalian akan diukur melalui 8
 (delapan) kuesioner yang diharapkan dapat menjadi ukuran baik atau tidaknya
 aktivitas pengendalian. Responden diminta untuk menjawab tentang bagaimana
 persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai
 ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut
 kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana poin 1
 diberikan untuk jawaban yang berarti aktivitas pengendalian paling rendah, dan
 seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti aktivitas pengendalian
 paling tinggi. Indikatornya adalah : (1) Harus sesuai Prinsip Akuntansi; (2)
 Perekrutan dan Pengembangan SDM; (3) Tugas Prosedur dalam Pekerjaan; (4)
 Kesesuaian; (5) Pemisahan Tugas; (6) Independen.
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 3.6. Metode Analisis Data
 Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis dan
 diinterpretasikan. Pengolahan data menggunakan SPSS 20.0. Metode analisis data
 yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah regresi linier berganda.
 3.6.1. Uji Kualitas Data
 Menurut Anshori dan Iswati (2009) ada dua konsep mengukur kualitas
 data yaitu realibilitas dan validitas. Artinya suatu penelitian akan menghasilkan
 kesimpulan yang bias jika datanya kurang reliabel dan kurang valid. Sedangkan
 kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk
 mengumpulkan data.
 3.6.1.1.Uji Validitas
 Uji validitas adalah untuk mengukur kecermatan instrumen. Uji validitas
 tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu
 alat ukur dalam melakukan fungsinya. Pengukuran validitas instrumen penelitian
 dilakukan dengan analisis item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir
 pertanyaaan dikorelasikan dengan seluruh nilai total butir pertanyaan untuk suatu
 variabel dengan menggunakan rumus product moment (Sugiyono, 2006). Bila
 korelasi antara butir-butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir instrumen
 tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2006).
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 3.6.1.2.Uji Reliabilitas
 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat
 ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai
 konsistensi apabila digunakan berkali-kali pada waktu berbeda-beda, tetapi
 hasilnya tetap sama. Uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach
 (Arikunto, 2004). Taraf signifikansi digunakan 5%. Jika r hitung (r alpha) > r
 tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Sugiyono (2006) menyebutkan
 bila r hitung (r alpha) > 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel.
 3.6.2. Uji Asumsi Klasik
 Sebagai konsekuensi penggunaan analisis statistik parametrik, maka perlu
 dilakukan pengujian asumsi klasik. Hal ini dimaksudkan untuk menguji bahwa
 tidak terdapat bias pada nilai estimator dari model yang digunakan dalam
 penelitian. Terdapat tiga macam uji asumsi klasik (Gujarati, 1999), yaitu terdiri
 dari (1) uji multikolinearitas, (2) uji heterokedastisitas, dan (3) uji autokorelasi.
 Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua uji asumsi klasik, yaitu uji
 multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Sedangkan uji autokorelasi tidak
 dilakukan karena data dalam penelitian tidak bersifat Time Series.
 3.6.2.1.Uji Normalitas
 Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model
 regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi
 normal atau tidak. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan pengujian
 Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2006). Hipotesis dalam pengujian ini adalah:
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 HO : Data berasal dari populasi yang terdistribusi normal.
 H1 : Data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal
 Kriteria untuk menolak atau tidak menolak berdasarkan P-Value sebagai berikut:
 Jika P- Value ≥ α, maka HO tidak ditolak.
 Jika P- Value < α, maka HO ditolak.
 3.6.2.2.Uji Multikoliniearitas
 Tujuan uji ini adalah tidak boleh terdapat multikolinearitas diantara
 variabel penjelas pada model tersebut yang diindikasikan oleh hubungan
 sempurna atau hubungan yang tinggi diantara beberapa atau keseluruhan variabel
 penjelas.
 Pengujian ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat
 nilai Variance Inflanting Factor (VIF). Jika nilai VIF tidak melebihi 5 maka
 disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Santoso, 2005).
 3.6.2.3.Uji Heteroskedastisitas
 Uji heterokedastisitas mengakibatkan kemapuan prediksi dari koefisien
 dalam model menjadi tidak efisien dan tidak memiliki banyak keberartian.
 Analisis regresi menghendaki bahwa varian tiap unsur pengganggu menunjukan
 kondisi konstan yang besarnya sama dengan deviasi kuadrat dan merupakan
 asumsi homokedastisitas. Terdapat penyebaran yang sama dan memiliki varian
 yang sama. Jika varian dari residual dari satu observasi ke observasi yang lainnya
 tetap, maka terjadi homokedastisitas. Namun, bilamana terdapat perbedaan varian
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 dari pengamatan – pengamatan tersebut maka berarti telah terjadi
 heterokedastisitas dari data penelitian.
 Menurut Santoso (2005), cara untuk mengamati terjadinya
 heterokedastisitas atau tidak dapat dilihat dari scatter plot dimana tidak terjadi
 pola tertentu pada grafik. Jika terjadi pola tertentu telah terjadi heterokedastisitas.
 3.6.3. Pengujian Hipotesis
 Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh secara parsial dan simultan
 menggunakan uji t dan uji F. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat
 signifikansi (α) 0,05 atau 5% atau keyakinan 95% untuk menguji hipotesis yang
 diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.
 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi
 berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel
 independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah :
 Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
 Y = Akuntabilitas Keuangan SKPD
 β0 = Intersep
 β1, β2, β3 = Koefisien regresi
 X1 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 X2 = Transparansi Publik
 X3 = Aktivitas Pengendalian
 e = Error
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 3.6.3.1.Uji F (Uji Simultan)
 Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan
 variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang
 digunakan adalah jika probability value (p value) < 0,05, maka Ha diterima dan
 jika p value > 0,05, maka Ha ditolak.
 Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dan
 Ftabel. Jika Fhitung > F tabel (n-k-1), maka Ha diterima. Artinya, secara statistik
 data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, dan
 X2) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Jika Fhitung < F tabel (n-k-1),
 maka Ha ditolak. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan
 bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
 (Y).
 3.6.3.2.Uji t (Uji Parsial)
 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
 independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan
 adalah jika p value < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha
 ditolak.
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 BAB IV
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 4.1 Deskriptif Data
 Penelitian ini dilakukan pada pejabat yang terkait dengan pengelolaan dan
 penggunaan anggaran pada dinas pemerintah Kabupaten Bintan dengan menyebar
 kuisioner kepada 52 orang secara langsung, 12 kuisioner tidak dikembalikan dengan
 alasan bahwa pejabat yang terkait penatausahaan keuangan dan pengguna anggaran
 tidak berada ditempat karena sedang dinas luar dan mengikuti diklat. Sehingga
 sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 pejabat. Berdasarkan data
 yang telah dikumpulkan, maka diperoleh deskripsi hasil pengelolaan dan pengguna
 anggaran di Dinas/SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan ditunjukkan pada tabel 4.1
 berikut ini :
 Tabel 4.1 Deskriptif Statistik
 Descriptive Statistics
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
 Total AK 40 32,00 48,00 36,2750 3,35114
 Total SAKD 40 22,00 31,00 27,0500 1,67867
 T_Transparansi 40 30,00 40,00 34,8250 2,60067
 Total AP 40 22,00 40,00 32,9500 2,83703
 Valid N (listwise) 40
 Sumber : Pengolahan Data SPSS.20
 Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 40 sampel penelitian yang
 digunakan dalam penelitian ini, variable akuntabilitas Keuangan yang merupakan
 variable dependen (Y) mempunyai nilai rata-rata 36,27 yang berarti bahwa
 akuntabilitas publik oleh pejabat yang terkait pada Dinas/ SKPD Kabupaten
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 Bintan apabila dibagikan dengan jumlah pertanyaan pada kuesioner mengenai
 variabel Y sebanyak 10 pertanyaan akan menghasilkan 3,6 yang mendekati angka
 4 dimana berarti rata-rata respon responden terhadap akuntabilitas keuangan
 adalah dengan kategori setuju.
 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan variabel independen (X1)
 mempunyai nilai rata-rata sebesar 27,05 artinya bahwa Standar Akuntansi
 keuangan daerah, apabila dibagikan dengan jumlah pertanyaan pada kuesioner
 mengenai variabel X1 sebanyak 7 pertanyaan akan menghasilkan 3,86 yang
 mendekati angka 4 dimana berarti rata-rata respon responden terhadap sistem
 akuntansi keuangan daerah adalah dengan kategori setuju.
 Transparansi (X2) mempunyai nilai rata-rata sebesar 34,82 artinya bahwa
 yang apabila dibagikan dengan jumlah pertanyaan pada kuisioner mengenai
 variabel X2 sebanyak 10 akan menghasilkan 3,48 yang mendekati angka 3 dimana
 berarti rata-rata jawaban responden terhadap transparansi adalah dengan kategori
 netral.
 Aktivitas Pengendalian merupakan variable independen (X3) mempunyai
 nilai rata-rata sebesar 32,95 artinya aktivitas pengendalian yang apabila dibagikan
 dengan jumlah pertanyaan pada kuesioner mengenai variabel X3 sebanyak 8
 pertanyaan akan menghasilkan 4,11 yang melebihi angka 4 dimana berarti rata-
 rata respon responden terhadap aktivitas pengendalian adalah dengan kategori
 setuju.
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 4.2 Analisis Data
 4.2.1. Uji Kualitas Data
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, maka
 sebelum pengujian data baik untuk deskripsi maupun untuk pengujian asumsi
 perlu dilakukan uji validitas dan uji realibilitas.
 4.2.1.1 Uji Validitas
 Pengujian validitas instrument dengan menggunakan software statistic,
 nilai validitas ditunjukkan pada kolom Corrected Item Total Correlation. Jika
 angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r-hitung>r-
 tabel) maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat
 disimpulkan bahwa sebagian besar item pertanyaan untuk mengukur masing-
 masing variable penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r-hitung
 lebih besar dari r-table maka dengan df 39 (40-1) berarti r-tabel adalah 0,3081,
 sebagaimana dapat digambarkan
 Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel
 No Variabel Butir
 Instrumen
 Korelasi
 (r)
 r-Tabel Keterangan
 1 Sistem Akuntansi
 Keuangan Daerah
 (X1)
 SAKD1
 SAKD2
 SAKD3
 SAKD4
 SAKD5
 SAKD6
 SAKD7
 0,627
 0,349
 0,572
 0,467
 0,436
 0,563
 0,630
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 2 Transparansi (X2) T1
 T2
 T5
 T6
 T7
 T9
 0,370
 0,370
 0.370
 0,577
 0,370
 0,336
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
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 3 Aktivitas
 Pengendalian
 (X3)
 AP1
 AP2
 AP3
 AP4
 AP5
 AP6
 AP7
 AP8
 0,622
 0,426
 0,320
 0,542
 0,736
 0,766
 0,807
 0,705
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 4 Akuntabilitas
 Keuangan (Y)
 AK1
 AK2
 AK3
 AK4
 AK6
 AK7
 AK8
 AK9
 AK10
 0,484
 0,464
 0,597
 0,506
 0,569
 0,404
 0,405
 0,418
 0,533
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 0,3081
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Valid
 Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS. 20
 Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa item
 pertanyaan variable-variabel penelitian mempunyai nilai korelasi ( r ) yang lebih
 besar dari r-tabel yaitu 0,3081 kecuali untuk pertanyaan variabel transparansi
 yaitu T3, T4, T8, T10, dan variabel Akuntabilitas keuangan yaitu AK5. Item
 pertanyaan variable-variabel penelitian yang valid dapat digunakan pada analisis
 selanjutnya, sementara item pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak
 digunakan dalam analisis selanjutnya.
 4.2.1.2 Uji Reliabilitas
 Uji realibilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat
 pengukur dapat dipercaya. Menurut Ghozali (2006) suatu variable dikatakan
 reliabel jika memberikan nilai Cronbach`s alpha > 0.6. Jawaban kuesioner
 penelitian tersebut dinyatakan reliabel karena masing-masing pertanyaan dijawab
 secara konsisten. Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai
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 cronbach`s alpha dari masing-masing variable yang diteliti lebih besar dari 0.6.
 Hal ini menunjukkan bahwa instrument tersebut reliabel. Seperti yang
 digambarkan pada table 4.3 dibawah ini :
 Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Data
 Variabel Alpha
 Croncbach,s
 Batas
 Reliabilitas
 Keteranga
 n
 Standar Akuntansi Keuangan Daerah (X1)
 Transparansi (X2)
 Aktivitas Pengendalian (X3)
 Akuntabilitas Keuangan (Y)
 0,807
 0,736
 0,781
 0,794
 0,6
 0,6
 0,6
 0,6
 Reliabel
 Reliabel
 Reliabel
 Reliabel
 Sumber : Hasil Pengolahan Data
 4.2.2 Uji Asumsi Klasik
 Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari pengujian normalitas,
 multikolinearitas, dan pengujian hetroskedastisitas. Data yang digunakan dalam
 penelitian ini adalah cross-section. Oleh karena itu pengujian auto korelasi tidak
 diperlukan.
 4.2.2.1 Uji Normalitas
 Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model
 regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi
 normal atau tidak Melihat hasil uji normalitas dapat digunakan uji one-sample
 Kolmogrov- Smirnov. Pada tabel 4.4 dapat dilihat nilai yang diperoleh > 0,05
 dengan demikian dapat disimpulkan hasil pengujian menunjukkan residual
 berdistribusi normal.
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 Tabel 4.4 Uji Normalitas Data
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 Total AK Total SAKD T_
 Transparansi
 Total AP
 N 40 40 40 40
 Normal Parametersa,b Mean 36,2750 27,0500 34,8250 32,9500
 Std. Deviation 3,35114 1,67867 2,60067 2,83703
 Most Extreme Differences
 Absolute ,264 ,239 ,149 ,219
 Positive ,264 ,236 ,149 ,160
 Negative -,114 -,239 -,091 -,219
 Kolmogorov-Smirnov Z 1,672 1,513 ,945 1,384
 Asymp. Sig. (2-tailed) ,007 ,021 ,333 ,043
 a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 Selain One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes untuk menguji normalitas
 data juga dapat dilakukan dengan cara Analisa Grafik. Untuk melihat normalitas
 residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data
 observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal seperti terlihat pada
 gambar 4.1 Pada gambar histogram memberikan pola distribusi normal tidak
 condong ke kiri atau ke kanan. Gambar 4.1. dapat dilihat pada halaman
 selanjutnya.
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 Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas
 4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas
 Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan
 variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain maka
 disebut homoskedastisitas, dengan kata lain tidak terjadi hetroskedastisitas.
 1. Analisis Grafik Scatterplots
 Untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat
 dilihat dari pola gambar scatter plot model tersebut. Bila titik-titik menyebar
 secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas
 maupun dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi hetroskedastisitas.
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 (Ghozali 2006). Pengujian asumsi hetroskedastisitas menyimpulkan bahwa model
 regressi tidak terjadi hetroskedastisitas. Seperti gambar 4.2 berikut ini.
 Gambar 4.2. Uji Heterokedastisitas
 2. Uji Statistik
 Uji statistik dilakukan dengan uji Glejser, jika variabel independen tidak
 signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terjadi
 heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.5 Uji
 Glejser yakni probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat
 disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Tabel
 4.5 Uji Glejser dapat dilihat pada halaman berikutnya.
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 Tabel 4.5. Uji Glejser
 Coefficientsa
 Model Unstandardized
 Coefficients
 Standardized
 Coefficients
 T Sig. Collinearity Statistics
 B Std.
 Error
 Beta Tolerance VIF
 1
 (Constant) 20,904 10,463 1,998 ,053
 Total SAKD -,416 ,277 -,208 -1,498 ,143 ,958 1,044
 T_Transparansi ,112 ,179 ,087 ,624 ,536 ,960 1,042
 Total AP ,690 ,165 ,584 4,179 ,000 ,947 1,056
 a. Dependent Variable: Total AK
 4.2.2.3 Uji Multikolinearitas
 Berdasarkan pengujian multikolinearitas yang dilakukan dengan melihat
 nilai VIF (Variance Inflation Factor), maka dapat disimpulkan bahwa tidak
 terjadi multikolinearitas karena tidak ada nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan
 nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Ringkasan pengujian multikolinearitas dapat
 dilihat pada tabel berikut ini.
 Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas
 Variabel
 Colenearity
 Statistic Keterangan
 Tolerance VIF
 Standar Akuntansi
 Keuangan Daerah (X1)
 Transparansi (X2)
 Aktivitas Pengendalian (X3)
 0,958
 0,960
 0,947
 1,044
 1,042
 1,056
 Tidak Multikolinearitas
 Tidak Multikolinearitas
 Tidak Multikolinearitas
 Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
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 4.3 Uji Hipotesis
 Dari hasil pengujian asumsi klasik maka dapat diperoleh kesimpulan
 bahwa model telah dapat digunakan untuk pengujian hipotesis dengan analisa
 regresi berganda. Hipotesis yang diuji adalah standar akuntansi keuangan daerah,
 transparansi dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas
 keuangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan
 sebagai berikut:
 Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
 Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.
 Tabel 4.7 Uji Hipotesis
 Model Summaryb
 Model R R Square Adjusted R
 Square
 Std. Error of the
 Estimate
 1 ,578a ,335 ,279 2,84542
 a. Predictors: (Constant), Total AP, T_Transparansi, Total SAKD
 b. Dependent Variable: Total AK
 Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan
 variabel dependen adalah nilai R yang ada pada tabel 4.6. Hasil perhitungan statistik
 diperoleh nilai R sebesar 0,578 yang menunjukkan hubungan yang sedang antara
 variabel standar akuntansi keuangan daerah, transparansi dan aktivitas pengendalian
 terhadap variabel akuntabilitas keuangan.
 Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaiknya
 untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian
 ini nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R2. Nilai adjusted R2 sebesar 0,279, hal
 ini berarti 27,9% variasi akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari
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 ketiga variabel independen Standar akuntansi keuangan daerah, transparansi, dan
 aktivitas pengendalian. Sedangkan sisanya (100% - 27,9% = 72,1% ) dijelaskan oleh
 sebab – sebab yang lain diluar model.
 Secara parsial standar akuntansi keuangan daerah dan Transparansi tidak
 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan
 Aktivitas Pengendalian berpengaruh secara signifikansi terhadap Akuntabilitas
 Keuangan.
 Untuk mengukur pengaruh variabel independen secara parsial terhadap
 variabel dependen dapat dilihat dari Analisis tabel Coefficient berikut :
 Tabel 4.8 Uji Statistik t (Parsial)
 Coefficientsa
 Model Unstandardized Coefficients Standardized
 Coefficients
 T Sig.
 B Std. Error Beta
 1
 (Constant) 20,904 10,463 1,998 ,053
 Total SAKD -,416 ,277 -,208 -1,498 ,143
 T_Transparansi ,112 ,179 ,087 ,624 ,536
 Total AP ,690 ,165 ,584 4,179 ,000
 a. Dependent Variable: Total AK
 Variabel Standar akuntansi keuangan daerah memiliki nilai p-value 0,143
 > 0,05 artinya tidak signifikan, sedangkan t-hitung -1,498 < t-tabel 1,684 artinya
 signifikan. Hal ini berarti H0 diterima dan H1 ditolak artinya Standar Akuntansi
 keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas
 keuangan.
 Variabel Transparansi memiliki nilai p-value 0,536 > 0,05 artinya tidak
 signifikan, sedangkan t-hitung 0,624 < t-tabel 1,684 artinya tidak signifikan.
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 Disini berarti H0 diterima dan H1 ditolak artinya transparansi tidak berpengaruh
 secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.
 Variabel aktivitas pengendalian memiliki nilai p-value 0,00 < 0,05 artinya
 signifikan, sedangkan t-hitung 4,179 > t-tabel 1,947 artinya signifikan. Disini
 berarti H1 diterima dan H0 ditolak artinya aktivitas pengendalian berpengaruh
 secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka model
 penelitian adalah sebagai berikut :
 Y = 20,904 + (-0,416) X1 + 0,112 X2 + 0,690 X3 + e
 Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel
 transparansi publik dan variabel aktivitas pengendalian menunjukkan angka
 positip. Berarti bahwa semakin tinggi variabel transparansi publik dan aktivitas
 pengendalian maka semakin baik akuntabilitas keuangan yang diterapkan pejabat
 yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah pada dinas
 Pemerintah Kabupaten Bintan. Sedangkan variabel transparansi bernilai negatif,
 yang artinya penerapan transparansi tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan
 di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
 Untuk mengukur pengaruh variabel independen secara simultan terhadap
 variabel dependen dapat dilihat dari analisis tabel ANOVA berikut :
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 Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F)
 ANOVAa
 Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
 1
 Regression 146,504 3 48,835 6,032 ,002b
 Residual 291,471 36 8,096
 Total 437,975 39
 a. Dependent Variable: Total AK
 b. Predictors: (Constant), Total AP, T_Transparansi, Total SAKD
 Dari uji ANOVA atau F test dapat dinilai F hitung sebesar 6,032 dengan
 probabilitas 0,002. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model
 regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas keuangan atau dapat
 dikatakan bahwa standar akuntansi keuangan daerah, transparansi dan aktivitas
 pengendalian secara bersama sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
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 BAB V
 KESIMPULAN DAN SARAN
 5.1 Kesimpulan
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi
 keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap
 akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah
 diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 1. Sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik secara parsial tidak
 berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Pengaruh yang
 ditunjukkan adalah kurang artinya standar akuntansi keuangan daerah dan
 transparansi masih kurang atau tidak memberi dampak terhadap akuntabilitas
 keuangan SKPD. Artinya bahwa terciptanya akuntabilitas keuangan di tiap-
 tiap SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan tidak tergantung pada standar
 akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik. Sedangkan aktivitas
 pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
 Artinya semakin baik atau meningkat aktivitas pengendalian maka akan
 berdampak positif terhadap akuntabilitas keuangan di masing-masing SKPD
 di Pemerintahan Kabupaten Bintan.
 2. Sistem akuntansi keuangan daerah, Transparansi publik dan Aktivitas
 Pengendalian secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap
 Akuntabilitas Keuangan.
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 5.2 Keterbatasan Penelitian
 Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :
 1. Data penelitian berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara
 tertulis melalui instrumen kuisioner, mungkin mempengaruhi validitas hasil.
 Persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan
 sesungguhnya, mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui
 wawancara. Kuisioner yang disebar hanya pada SKPD Pemerintah Bintan yang
 berkedudukan di Kota Tanjungpinang tidak termasuk yang dikawasan Bintan
 Buyu. Pengumpulan data hanya menggunakan intrumen kuisioner tanpa
 melakukan wawancara.
 2. Pemahaman peneliti menurunkan teori kepenyusunan daftar kuisioner dari teori
 mungkin mempengaruhi responden dalam pengisian kuisioner. Begitu juga
 terhadap pengelolaan perangkat dan pembacaan hasil-hasilnya juga
 mempengaruhi penelitian ini dalam hal keakuratan atau kesempurnaan.
 5.3 Saran
 Hasil penelitian ini minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang
 akan datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan
 akuntabilitas keuangan daerah. Dengan pertimbangan pada keterbatasan-
 keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti yang akan datang dapat
 meneliti kembali keterbatasan-keterbatasan yang ada antara lain :
 1. Menambah responden, yaitu seluruh SKPD Dinas, Badan, Kantor dan
 Kecamatan serta mengikut sertakan masyarakat disekitar Pemerintah
 Kabupaten Bintan. Selain menambah responden pada peneliti berikutnya agar
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 menambahkan Variabel lain yang dianggap berdampak terhadap akuntabilitas
 keuangan, dan untuk lebih akuratnya penelitian ini selain menggunakan
 instrument kuisioner hendaknya juga menggunakan wawancara dan data
 penunjang lainnya.
 2. Seperti disebutkan dalam keterbatasan penelitian diatas, tentang pemahaman
 peneliti menurunkan teori ke daftar kuesioner, maka peneliti yang akan datang
 diharapkan lebih memperdalam turunan teori ke daftar kuisioner pada variabel
 akuntabilitas keuangan dengan prinsip Good Governance.
 3. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan penatausahaan
 keuangan di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dan Permendagri
 Nomor 13 Tahun 2006, serta lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
 pengawasan dan lebih memahami akuntansi pemerintah dan standarnya
 sebagai suatu jaminan tercapainya Good Governance (Pemerintahan yang baik
 sesuai dengan amanat rakyat). Dan menerapkan Value For Money yang
 merupakan suatu jembatan untuk mencapai kesuksesan pemerintahan dalam
 mengelola keuangan untuk pelayanan umum yang baik (good governance).
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Demografi Responden
 Daftar pernyataan berikut terdiri dari tipe isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian, mohon
 kesediaan Bapak/Ibu mengisi jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan
 singkat dan jelas dan pada tipe pilihan berilah tanda silang (X) pada huruf yang merupakan
 pilihan jawaban yang tepat pada pernyataan berikut ini:
 1. Nama :
 2. Umur : tahun
 3. Jenis Kelamin : ( ) Pria ( ) Wanita
 4. Instansi :
 5. Golongan :
 6. Masa Kerja : tahun
 7. Pendidikan terakhir :
 □ SMA/Sederajat
 □ D1
 □ D3
 □ D4/S1
 □ S2
 □ S3
 □ Lain – lain .....
 8. Pendidikan dan pelatihan tentang audit yang pernah diikuti: …..…kali
 Sebutkan:
 a. ……………………………………………………………
 b.…………………………………………………………….
 c. ……………………………………………………………
 d. …………………………………………………………....
 e. …………………………………………………………....
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Berilah nilai untuk setiap pernyataan tentang seberapa besar pemahaman saudara terhadap
 sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Akuntabilitas
 Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Bintan, dengan keterangan sebagai berikut :
 1 = Sangat Tidak Setuju
 2 = Tidak Setuju
 3 = Netral
 4 = Setuju
 5 = Sangat Setuju
 Kuisioner Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 No PERYATAAN (5) (4) (3) (2) (1)
 1. Basis Akuntansi penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP
 24 tahun 2005 berbasis kas
 2. Unsur yang terdapat dalam LRA adalah Pendapatan LRA,
 Belanja, Pembiayaan
 3. Klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006
 dalam penyusunan APBD adalah Belanja Tidak langsung dan
 Belanja Langsung
 4. Basis akuntansi berdasarkan PP 71 Tahun 2010 adalah berbasis
 Akrual
 5. Unsur – unsur yang terdapat dalam LO adalah Pendapatan LO,
 Beban dan Pembiayaan
 6. Dalam membuat laporan keuangan daerah, penyelenggara sistem
 akuntansi harus mengacu pada petunjuk teknis dari atasan
 7. Klasifikasi belanja menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang
 standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan
 keuangan adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal
 Sumber : Erlina et.all, USU Press, 2012

Page 76
                        

Kuisioner Transparansi Publik
 No PERNYATAAN (5) (4) (3) (2) (1)
 1
 Menurut saya, pengumuman
 pengelolaan APBD kepada masyarakat
 dapat meningkatkan tranparansi.
 2
 Informasi yang di berikan kepada public
 selama ini menurut saya tidak dapat
 meningkatkan pengeloaan transparansi
 anggaran
 3
 Aliran penggunaan dana dari kas setiap
 SKPD harus disampaikan kepada
 masyarakat secara terbuka
 4
 Akses untuk memperoleh dokumen
 pulik tentang APBD sulit diperoleh
 karena birokratis.
 5
 Meskipun suara rakyat/usulan rakyat
 diakomodasi melalui musrembang,
 transparansi public tentang APBD tetap
 di manipulasi.
 6 Musrembang dapat meningkatkan
 kebijakan transparansi APBD
 7
 Sistem komunikasi organisasi pada
 pemerintahan harus melakukan
 sosialisasi program kebijakan kepada
 masyarakat secara terbuka
 8
 Transparansi APBD dapat
 mengakkomodasi dan meningkatkan
 usulan/suara rakyat.
 9 Pengumuman tentang APBD bisa
 didapat setiap waktu
 10 Pengumuman kebijakan APBD mudah
 didapatkan oleh publik
 Sumber :Siregar (2011) yang telah dimodivikasi
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Kuisioner Aktivitas Pengendalian
 No PERYATAAN (5) (4) (3) (2) (1)
 1. Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi
 akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar
 2. Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan
 perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan
 dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur
 pengendalian intern yang efektif
 3. Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan
 mereka masing-masing
 4. Setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang
 disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang
 disiapkan.
 5. Hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk
 menandatangani cek
 6. Penandatanganan cek dengan memeriksa kesesuaian dari detil
 cek nota pembayaran sebelum menandatangani.
 7. Terdapat pemisahan tugas antara : personel yang memberi
 persetujuan nota pembayaran dan personel yang menandatangani
 cek, antara personel yang menandatangani cek dan personel yang
 mencatat cek.
 8. Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang
 diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas.
 Sumber : Soleha 2011, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan
 Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Pemerintahan Provinsi Banten
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Kuesioner Akuntabilitas Keuangan
 No PERYATAAN (5) (4) (3) (2) (1)
 1. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada
 pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa
 pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan
 ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
 2. Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk
 pertanggungjawaban kepada publik
 3. Laporan Penggunaan Anggaran disajikan secara terbuka, cepat,
 dan tepat kepada seluruh masyarakat.
 4. Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama
 dalam penyusunan APBD
 5. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan
 mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati
 trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah
 ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja orgamsasi
 lain yang sejenis jika ada.
 6. Laporan Keuangan PEMDA merupakan barang rahasia sehingga
 masyarakat tidak perlu tahu.
 7. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk
 memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima,
 serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan
 efektivitas penggunaan sumber daya organisasi
 8. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di awasi secara
 continue
 9. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan
 informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana
 10. Pengawasan penggunaan keuangan dan anggaran tidak perlu
 dilakukan secara continue
 Sumber : Soleha 2011, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan
 Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Pemerintahan Provinsi Banten
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